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ABSTRAK

Puluhan partai di Indonesia tidak memberlakukan
pembatasan priode ketua umum partai politik di dalam
AD/ART mereka masing-masing. Bahkan Di dalam Undang-
Undang No 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang
No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga tidak diatur
terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
Semua wewenang, mekanisme pengelolaan dan struktural
partai yang bersifat internal diatur di dalam AD/ART
masing-masing dalam pengorganisasian partai politik.
Dengan demikian, beberapa ketua umum partai politik
cenderung melakukan personalisasi politik di imternal partai
yang meyebabkan suburnya dinasti politik dan nepotisme

Dalam hal ini penulis memilih konsep Maslahah Mursalah
untuk membedah lebih dalam terkait dampak dari
pembatasan ketua umum partai politik di Indonesia. Selain
itu, jenis dari penelitian ini adalah Library research dengan
teknik pengumpulan data yang bersifat pustaka seperti
halnya, buku-buku, jurnal, dokumen dan juga website.
Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kulitatif yang bersifat diskriptif dan
disisipkan analisis dari beberapa faktor seperti halnya sosial,
hukum dan politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan masa
jabatan ketua umum partai politik tidak bertentangan dengan
konsep maslahah mursalah karena ada beberapa
kemaslahatan yang tercapai dari persoalan tersebut seperti
halnya, untuk memperbaiki pelembagaan partai politik dam
sistem kaderisasi dan kandidasi pemimpin. Justru tidak
adanya pembatasan ketua umum partai politik dapat
menyebabkan personalisasi politik, dinasisti politik dan
faksionalisasi dalam internal partai. dalam sudut pandang
Maslahah Mursalah, pembatasan masa jabatan tersebut tidak



bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang ada di dalam
hukum Islam serta aspek-aspek demokrasi, bahkan karena
sistem pembatasan itu mendatangkan suatu keadilan,
kemanfaatan dan kemaslahatan, sehingga hal itu lah yang
hendak dicapai di dalam konstruksi hukum Islam untuk
mereformasi pengelolaan partai politik supaya lebih efektif
dan kembali ke trahnya menjadi wadah bagi masyarakat.

Kata Kunci: Ketua Umum Partai Politik, Pembatasan Priode
jabatan, Maslahah Mursalah



ABSTRACK

Many parties in Indonesia do not impose restrictions on the
period of general chairmans of political parties in their
respective AD/ART one another. Even in Law No. 2 of 2011
amendments to Law No. 2 of 2008 concerning Political
Parties are also not regulated regarding the limitation of the
term of office of the general chairman of political parties. All
internal powers, management mechanisms and party
structures are regulated in the respective AD/ART in
organizing political parties. Thus, some general chairpersons
of political parties tend to personalize politics within the
internal party which has led to the proliferation of political
dynasties and nepotism.

In this case, the author chooses the concept of Maslahah
Mursalah to dissect more deeply the impact of restrictions on
the general chairman of political parties in Indonesia. In
addition, the type of this research is library research with
library data collection techniques such as books, journals,
documents and websites. Meanwhile, the method used in this
research is a quantitative research that is descriptive in nature
and includes analysis of several factors such as social, law
and political.

The results of this study indicate that the limitation of the
term of office of the general chairman of a political party
does not conflict with the concept of maslahah mursalah
because there are several benefits that can be achieved from
this problem, such as improving the institutionalization of
political parties and the regeneration system and leader
candidate. In fact, the absence of restrictions on general
chairpersons of political parties can lead to political
personalization, political dynasties and internal party
factionalization. In Maslahah Mursalah's point of view, the



limitation of the term of office does not conflict with the
principles and values contained in Islamic law and aspects of
democracy, even because the restriction system brings
justice, benefit and benefit, so that is what is to be achieved.
in the construction of Islamic law to reform the management
of political parties to be more effective and return to their
original nature as a forum for the community.

Keywords: General Chairperson of Political Parties,
Limitation of term of office, Maslahah Mursalah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam negara, partai politik merupakan salah satu
bagian dari pilar demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik
mempunyai fungsi yang amat penting berlangsunya
demokratisasi dalam suatu negara. Secara umum, organisasi
tersebut berperan mewadahi masyarakat yang memilik
tujuan, gagasan, ide yang sama untuk melahirkan pimpinan
negara baik dalam hal merebut dan mempertahankan
kekuasaan. Sehingga salah satu ilmuan politik Carl J.
Freidrich berpendapat bahwa partai politik adalah
sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan
tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap
pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan
penguasaan ini, terdapat kebermamfaatan kepada anggota
partai yang bersifat ideal dan materil.*

Sebagai negara demokrasi, sebuah keniscayaan
Indonesia mempunyai partai politik yang tumbuh subur dari
setiap masa. Dimulai dari pra-kemerdekaan, banyak
organisasi politik lahir karena pemberlakuan politik etis oleh
Belanda. Partai politik menjadi sarana perlawanan

! Friedrich Constitutional Government and Democracy (New
York:Blaisdell,1949), him.419.



masyarakat melawan kolonialisme bangsa barat. Hal tersebut
juga memicu tumbuhnya kesadaran nasional masyarakat
pribumi untuk melakukan perlawanan dengan metode yang
baru. Pada tahun 1918, pihak Belanda mendirikan Volksraad®
yang berfungsi sebagai badan perwakilan. Ada beberapa
partai dan organisasi lainya yang memamfaatkan kesempatan
untuk bergerak melului badan ini (yang dinamakan Ko,
namun juga terdapat beberapa pihak yang menolak
bergabung dan disebut Non-Ko). Pada awalnya, tingkat
partisipasi organisasi masyarakat pribumi sangat terbatas di
dalam badan perwakilan tersebut. Terdapat hanya 15 orang
perwakilan masyarakat pribumi: di antaranya 6 orang berasal
dari anggota Budi Utumo dan Serikat Islam. Kompoisisi baru
berubah pada tahun 1931 waktu diterimanya prinsip
“mayoritas pribumi” sehingga dari 60 anggota, teradapat 30
orang pribumi.? Oleh karena itu, beberapa organisasi gerakan
partai politik lahir dengan jumlah yang massif.

2 Rancangan pertama undang-undang pembentukan Volksraad
telah diajukan oleh Menteri Jajahan Willem K. B. van Dedum pada 1893.
Setelah mengalami beberapa perubahan, rancangan tersebut disetujui oleh
parlemen Belanda pada 16 Desember 1916 dan menjadi undang-undang
(Staatsblad 1916, No. 14). Berdasarkan Dekrit Raja 30 Maret 1917,
ditentukan bahwa Volksraad mulai berlaku sejak 1 Agustus 1917. Pada 18
Mei 1918 Volksraad diresmikan Gubernur Jenderal Graaf van Limburg
Stirum. Lihat W.H. Van Helsdingen, Pekerjaan Dewan Ra’jat Sepoeloeh
Tahoen 1918 — 1928, (Wetevreden: Balai Pustaka, 1944), dalam Suradi,
Op. Cit., hlm. 11 - 12

® Visman Report, Jilid | (Batavia: Landsdrukkerij,1941), him.82-
89.



Beberapa di antaranya: organisasi Indische Partij
(Desember 1912). Setelah itu berdirilah partai politik lainnya
seperti ISDV (Indische Sosial Democratishe Vereniging)
pada Mei 1914, Indische Katholike Partij pada November
1918, PKI (Mei 1920), PNI (Juli 1924), Partai Rakyat
Indonesia (September 1930), Parindra (Januari 1931), Partai
Indonesia (April 1931), dan Gerindo (Mei 1937). Organisasi
tersebut berasal dari bermacam-macam ideologi seperti
Islam, nasionalis, dan komunis. Semua organisasi gerakan
politik  tersebut  bersama-bersama  berjuang  untuk
menciptakan perlawanan atas kolonialisme yang dilakukan
bangsa barat.

Memasuki era paska kemerdekaan, realitas partai
politik mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan
keputusan rapat ketiga PPKI (Persiapan Pembentukan
Kemerdekaan Indoensia) 22 Agustus 1945, bahwa negara
Indonesia akan menerapkan sistem partai tunggal yang
berpusat pada Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam buku
Sejarah Indonesia Modern karya M.C Rickles dijelaskan,
Seokarno menjadi sosok yang mengusulkan sistem partai
tunggal. Menurutnya, untuk mencapai massa aksi, partai di
Indonesia harus terpusat agar tidak membingungkan
masyarakat. Namun, pendapat tersebut dikritisi oleh Sutan
Sjahrir dan Moh. Hatta. Sjahrir bahwa susunan pemerintah

harus bersifat demokratis yang bertujuan memperluas



penyaluran aspirasi masyarakat lewat kebebebasan partai
politik. Melalui BP KNIP (Badan Pengurus Komite Nasional
Pusat), Moh. Hatta menerbitkan Maklumat Pemerintah
Tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut memberikan
kesempatan untuk pembentukan partai tanpa batasan. Sejak
ditetapkanya maklumat itu, puluhan partai lahir sampai
puncaknya pada tahun 1955 saat pemilihan umum digelar
untuk pertama kalinya di Indonesia*

Di Masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengeluarkan
kebijakan fusi partai politk (penyederhanaan) pada tahun
1973. Kebijakan tersebut sebagai langkah stabilitasi partai
politik dan syarat utama untuk mencapai pembangunan
ekonomi. Penyederhanaan tersebut terbagi atas tiga golongan,
yaitu golongan nasional golongan spritual, dan golongan
karya. Dengan demikian, pada pemilihan umum tahun 1977
hanya terdapat tiga partai: PPP, PDI dan Golkar.’> Pada
dasanya, kebijakan fusi partai politik tersebut merupakan
upaya pemerintah untuk membatasi banyaknya partai politik
yang lahir pada waktu itu. Namun langkah tersebut juga
dinilai tidak koheren dengan dasar-dasar demokrasi.
Kebebasan mendirikan partai politik ditekan dengan

4

https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/06/161935669/pembentuka
n-berbagai-partai-politik-pasca- indonesia-merdeka (diakses pada tanggal
25 januari 2022)

® Miriam Budiardjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka 2008)
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kebijakan yang hanya menguntungkan penguasa. Oleh karena
itu, realitas partai politik di era Orde Baru mengalami
perubahan yang radikal. Ideologi dari setiap partai politik
dibungkam dengan rezim yang otoriter.

Runtuhnya Orde Baru yang mendominasi sistem
pemerintahan selama 32 tahun menyebabkan timbulnya
reformasi sampai saat ini. Hilangnya sistem yang feodalistik
dan otoriter menjadi indkasi munculnya kebebasan
berpendapat yang dinginkan oleh masyarakat Indonesia. Di
bidang politik, perubahan secara besar-besaran turut terjadi.
Partai-partai politik dengan bermacam ideologi silih berganti
terbentuk. Terdapat 184 partai politik yang berdiri pada awal
reformasi terjadi, 141 dari jumlah tersebut mendapatkan
pengesahan dari badan hukum. Namun, dari jumlah tersebut
hanya 44 partai yang lolos verfikasi dan mengikuti pemilhan
umum pada tahun 1999. Jumlah tersebut terus bertambah
menjelang pemilihan umum pada tahun 2004. Ada 200 partai
yang siap mengikuti kontestasi politik tersebut, meskipun
lolos verifikasi hanya menyisahkan 24 partai.

Kemudian pada pemilihan umum 2009 terdapat 34
partai politik nasional yang terbagi delapan belas partai
politik baru dan 16 partai politik lama yang dinyatakan KPU
lolos dalam verifikasi faktual dan berhak menjadi peserta
Pemilu 2009. Selain partai nasional, ditetapkan pula 6 partai
lokal khusus di NAD yang turut bertarung dalam pemilu pada



tahun 2009. Sementara pada pemilihan umum berikutnya,
jumlah partai politik semakin sedikit, pemilu yang digelar
pada tahun 2014 hanya dikuti oleh 12 partai nasional dan 3
partai lokal di Aceh yang lolos verfikasi KPU. Jumlah
partispasi partai politik yang lolos verfikasi pada pemilihan
2019 mengalami peningkatan secara kuantitas meskipun
dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Jumlah partai politik
yang berkontestasi pada pemilihan umum 2019 terdapat 14
partai politik nasional. Dari beberapa kontestasi pemilihan
umum Yyang terjadi paska reformasi tersebut, realitas partai
politik tumbuh dengan berbagai macam gagasan yang mereka
bawa terhadap masyarakat. Banyaknya jumlah partai yang
berdiri menandakan reformasi membuka kembali ruang
demokrasi yang terbungkam disebakan dominasi kuasa Orde
Baru®

Namun di sisi lain, banyaknya partai politik yang lahir
paska reformasi juga menjadi persoalan ketika banyak dari
mereka yang mengikuti pemilihan umum tidak berbanding
lurus dengan fungsi yang diembannya. Keberadaan partai
sebagai pilar demokrasi untuk menampung aspirasi
masyarakat, memberikan edukasi politik dan mengedepankan
kepentingan rakyat tidak berjalan secara maksimal. Sebagain

survei menunjukkan, elektabilitas partai politik justru

® Lili Romli, Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartain di
Indonesia,( Jurnal Politica, Vol, 2, no, 2, November 2011), him 24



menurun dari setiap kontestasi pemiihan. Banyak masyarakat
menaruh kepercayaan yang kecil akan partai politik. Hasil
survei Indikator Politik Indonesia (IP1) menunujukkan tingkat
kepercayaan masyarakat akan partai politik hanya mendapat
48%. Presentase tersebut menjadikan partai politik sebagai
lembaga yang paling minim kepercayaan dari masyarakat.
Adapun survei tersebut dilakukan dari tanggal 17-21
Sepetember 2021, dengan 1,200 reseponden menggunakan
metode simple random sampling. Sementara untuk margin of
eror kurang lebih sebanyak 2.9 persen.’Presentase
kepercayaan masyarakat akan lembaga partai politik tidak
mencapai angka yang maksimal.

Beberapa masalah timbul dari partai politik yang
menyebabkan organisasi tersebut krisis integritas. Salah
satunya, orentasi gerakan partai politik cenderung hanya
fokus memperebutkan kekuasaan dengan cara apapaun.
Selain itu, tingginya kasus korupsi juga disebabkan oleh
mayoritas kader partai politik yang menjabat di lembaga
pemerintah. Dalam hal ini, peran ketua umum sebagai jabatan
tertinggi dalam organisasi tersebut semestinya memberikan
pandangan untuk mengevaluasi orentasi atau tujuan dari
gerakan partai politik tersebut. Sosok ketua umum dinilai

sangat penting karena mempunyai wewenang yang tinggi

! https://www.republika.co.id/berita/r02bc7384/survei-tingkat-
kepercayaan-pada-dpr-dan-parpol-terendah/ diakses pada tanggal 20 April
2022
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untuk menentukan gerakan dan fungsi-fungsi partai politik,
selain itu, ketua politik juga dapat menentukan sosok-sosok
yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan-jabatan
lembaga pemerintah. Sehingga integritas partai politik akan
menjulang saat ketua umum menentukan gerakan partai
politik tersebut lebih dekat dengan kepentingan masyarakat.
Namun sayangnya, ketua umum di beberapa partai
politik Indonesia justru menjadi sosok yang tidak tergantikan.
Artinya, terdapat kekuatan individu yang menciptakan
pengaruh agar dirinya terus terpilih menjadi ketua umum. Hal
itu meyebabkan timbulnya personalisasi politik dan dinasiti
politik yang hanya menguntungkan golongan tertentu dalam
sebuah internal partai. Adanya personaliaasi politik dapat
membuat sistem dan gerakan partai lemah. Sebab yang
menonjol hanya kekuatan individu ketua partai yang
menjadikan  partai  politik sebagai kendaraan untuk
mendapatkan kekuasaan tertentu. Sementara itu, dinasti
politik juga lahir dari partai-partai yang dikelola oleh orang-
orang yang memiliki ikatan darah. Tradisi ini terus bergulir di
lingkaran politik Indonesia, sistem kaderisasi partai politik
berjalan dengan mementingkan orang terdekat daripada kader
yang memiliki kompetensi untuk menjadi pemimpin negara.
Pada Undang-Undang Nomer 02 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik tidak diatur terkait pembatasan priode jabatan
ketua partai politik. Justru regulasi tersebut hanya diatur di



AD/ART setiap partai politik. Karena tidak diatur dalam
undang-undang, seorang ketua umum partai politik bisa
berkuaasa dengan waktu yang lama, contohnya Megawati
Soekarno Putri, Ketua Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) yang menjabat selama 30 tahun, sosok
lainya juga seperti halnya Susilo Bambang Yodhoyono
(Demokrat) dan Prabowo Subianto (Gerindra). Karena hanya
diatur di AD/ART di setiap partai politik, maka yang terjadi
tidak seragamnya aturan terkait pembatasan periode jabatan
ketua partai. Sehinnga hal itu semakin mengkukuhkan
dominasi ketua partai politik yang enggan untuk lengser dari
jabatannya.

Untuk membentuk pemimpin partai yang demokratis,
seharusnya terdapat pembatasan jabatan yang harus
direalisasikan tidak hanya di AD/ART setiap partai,
melainkan juga di undang-undang. Hal tersebut dikarenakan
ketua umum merupakan sosok yang mempunyai perenan
penting untuk semua manegemen dan sistem partai politik.
Adanya upaya tersebut dapat menimbulkan regenerasi
pimpinan baru serta memendung dominasi kuasa ketua umum
yang bisa saja menyalahgunakan wewenangya (abuse of
power). Amandemen UUD 1945 menjadi landasan hukum
pembatasan jabatan presiden dan wakil priseden Indonesia.
Pembatasan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem

kelembagaan ketimbang personal yang mejabatnya, sehingga



10

dominasi pimpinan tidak terjadi. Semestinya pembatasan
tersebut turut diberlakukan untuk pimpinan atau ketua umum
partai. Partai politik merupakan lembaga yang berskala
nasional, untuk mengatur lembaga nasional, aturan pokoknya
harus lebih efektif. Sehingga pemerintah harusnya
memperhatikan terkait pembatasan jabatan ketua umum
partai politik, supaya partai politik menjadi lembaga yang
yang benar-benar menjadi rumah aspirasi masyarakat bukan
rumah para elite dan orang-orang tertentu.

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas lebih
lanjut terkait upaya regulasi pembatasan jabatan ketua umum
partai politik dengan prespektif Maslahah Marsalah. Secara
difinitif, Maslahah Marsalah dalam pendapat Imam Syafi’e
ialah upaya meraih manfaat dan menolak mudarat dalam
suatu masalah. Selaras denga hal itu, Imam Muhammad
Hasbi As-shiddigie berpendapat Maslahah Marsalah ialah
memelihara tujuan dengan jalan menolak sesuatu yang dapat
merusak makhluk.® Kaeadah tesebut menjadi analisis
bagaimana pembentukan regulasi atau undang-undang terkait
pembatasan jabatan ketua umum partai mempunyai dampak
yang maslahat untuk reformasi organisasi partai politik
menjadi lebih kridibel dan benar-benar memperjuangkan

aspirasi yang diinginkan rakyat.

® Drs. Chaerul Umam, Dkk, Ushul figih 1, Pustaka Setia, 1998,
him 43
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B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan penulisan skripsi ini sistematis dan

terarah, penulis akan menguraikankan hal-hal yang pokok

dalam judul tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang

masalah, beberapa rumusan masalah di antaranya

1. Bagaimana dampak tidak adanya pembatasan

priode jabatan ketua umum partai politik terhadap

demokrasi Indonesia?

2. Bagaimana pandangan Maslahah Marsalah terkait

urgensi regulasi pembatasan priode jabatan ketua

umum partai?

C. Mamfaat dan Tujuan

1. Manfaat

a.

Secara teroitis, penilitian ini diharapkan
menjadi  sala satu sumbangsih  untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
di bidang llmu Hukum dan Hukum Tata
Negara. Selain itu, kajian ini diharapkan
menjadi salah satu literatur bagi masyarakat
terkait urgensi pembatasan masa jabatan yang
berfungsi untuk mereformasi sistem dan

kinerja partai politik di Indonesia.
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b. Secara praktis, kajian ini dapat berguna
sebagai bahan referensi terkait urgensi regulasi
pembatasan masa jabatan ketua umum partai
politik. Beberapa kalangan mulai dari
pengamat politik, akademisi, politisi atau
bahkan pemerintah dapat memamfaatkan
kajian ini sebagai bahan pertimbangan untuk
menilai pentinggya pembatasan masa jabatan
ketua partai politik yang dapat memperbaiki di
bidang struktrual partai politik.

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak
dari dari adanya pembatasan masa jabatan
ketua umum partai politik yang berpengaruh
terhadap proses demokratisasi yang lebih
subtansial di Indonesia

b. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana
pandangan Maslahah Marsalah terkait upaya
pembatasan pembatasan masa jabatan ketua

umum partai politik

D. Tinjauan Pustaka

Setelah mencari refrensi mengenai upaya pembatasan

jabatan ketua umum partai politik yang tidak diatur dalam
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Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2011 terdapat beberapa
literatur yang dapat dijadikan rujukan untuk pembahasan
lebih lanjut terkait tema tersebut. Beberapa di antaranya:
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ridwan, mahasiswa
Universitas Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh yang
berjudul “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam
Negara Modern Menurut Yusuf Al Qardhawi dan
Relevansinya dengan Pasal 7 UUD 1945”. Dalam kajian
tersebut, ia membahas batasan priode pimimpin secara umum
menurut pandangan Imam Yusuf Al Qardhawi. Dalam
penelitian ini memilik kesaaman terkait pembatasan priode
pemimpin secara umum dalam sebuah negara. Sementara
perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penlitian yang
terletak pada pemimpin secara umum bukan khusus pada
pembatasan priode ketua umum partai politik.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Seftia Azrianti dkk
mahasiswa Universitas Riau Kepulauan Indonesia yang
berjudul “Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai
Politik”. Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait
faktor-faktor terjadinya personalisasi partai politik yang dapat
merusak sistem dan kinerja sebuah parpol. Salah satu faktor
tersebut disebabkan oleh tidak adanya peraturan pokok atau
undang-undang terkait pembatasan priode jabatan ketua
umum partai politik. Adapun letak kesamaan penelitian
tersebut terletak pada dampak-dampak tidak adanya
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pembatasan ketua umum partai politik terhadap pengelolaan
internal partai politik, sedangkan yang membedakan
penelitian tersebut dengan skripsi penulis adalah objek
masalah yang lebih membahas akan personalisasi politik.
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Reaza Reanaldi,
mahasiswa Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah
Jakarta, “IUS CONSITITUENDUM Masa Jabatan Prisiden
Republik Indonesia Prespektif Fikiih Siyasah”. Dalam
penelitian tersebut, pembatasan tidak adanya masa jabatan
presiden secara ius consitituendum dinilai dapat meyebabkan
abuse of power. Hal ini memunculkan beberapa konsep ius
consitituendum terkait aturan batasan masa jabatan presiden
Indonesia. Beberapa konsep hukum di antarnya: pertama,
yang berlaku sampai saat ini maksimal dua kali menjabat
(only one re-election). Kedua, tidak ada masa jabatan yang
berlanjut (no immediate re-election). Ketiga, tidak ada masa
jabatan kedua (no re-election). Keempat, tidak ada
pembatasan masa jabatan (no limitation re-election). Dalam
penelitian tersebut memiliki kesamaan terkait pembatasan
priode pemimpin, akan tetapi terdapat perbedaan pada objek
masalah dalam penelitian tersebut yang khusus membahasa

terkait pola pembatasan priode presiden.
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E. Kerangka Teori

1. Maslahah Mursalah

Mashlahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu
mashlahah dan mursalah. Kata “maslahat” berasal dari
bahasa Arab (mashlahah) dengan jama’nya mashalih ° yang
secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik,
kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk
mashdar dari fi’il shalaha,'® yang menjadi lawan kata dari
kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.
Sementara Mashlahat sendiri secara etimologi adalah kata
mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu
mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu
istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata
mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib
yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat
penggunaannya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat
ditegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat
di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan
ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut
dengan mashlahat. Maka dari itu, Gabungan dari dua kata

tersebut yaitu maslahah mursalah menurut istilah

° Ibn Mandzur al-Afrigiy, Lisan al-‘Arab, Juz VIII, (Beirut : Dar
al-Sadr, 1972), him. 348

19 Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang
mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa
Indonesia.Jakarta, 1976, hal. 635
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sebagaimana dikemukakan oleh  Abdul-Wahhab Khallaf

berarti “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada

ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula

ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang

menolaknya”, sehingga ia disebut maslahah mursala.™*

Selain itu beberapa difinisi terkait maslahah mursala

juga disebut oleh beberapa ulama, di antaranya:

1.

Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi
bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan
hukum Islam dengan menolak bencana/
kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk

(manusia).*?

Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi
mashlahah adalah sebab yang membawa kepada
kemashlahatan ~ (manfaat),  seperti  bisnis
menyebabkan seseorang memperoleh untung.
Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat
adalah sebab yang membawa akibat bagi
tercapainya tujuan syara’ dalam bentuk ibadat

maupun adat/mu’amalat..

Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi

1 Musnad Rozin, Ushul Figih 1, Yogyakarta: Idea Press
Yogyakarta, 2015, him. 125

12 Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Hag min ‘TIm al-Ushul,
Mesir : Idarah al-Thiba’ah al- Muniriyyah, t.t. him. 312
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mashlahat menurut makna asalnya  berarti
menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal
yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang
kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan
menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk
(manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada
tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami
maksud dengan maslahat ialah memelihara
tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari
makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.
Setiap hukum yang mengandung tujuan
memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat;
dan setiap hal yang meniadakannya disebut
mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.™

4. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul
memberi definisi maslahah yang tidak diketahui
apakah syari’ menolak atau membolehkan™*

5. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi
rumusan maslahat yang tidak ada bukti petunjuk
tertentu yang membatalkannya dan tidak pula

yang memerhatikannya.

B Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ‘Ilm al-Ushul, Juz |, Beirut,
Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, him 250

4 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul
Fikih., him. 203
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6. Maslahah Mursalah menurut imam Malik
sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam
Kitab al-/'tisham adalah suatu maslahat yang
sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil
syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan
kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah
(primer) maupun huijjiyah (sekunder).®

Dari beberapa difinisi yang terpapar di atas, dapat
disimpulkan para ulama memiliki perbedaan pendapat secara
redaksional, namuan dalam prinsipnya tetap mempunyai
orentasi yang sama bawah Maslahah Mursalah merupakan
hukum Islam yang menjadi alternatif dalam menetapkan hal-
hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan
manusia dengan cara mengambil asas kebermaafaatan dan
menolak kemudahratan.

Selain itu, untuk menjadikan Maslahah mursalah dapat
dijadikan dalil metode penetapan hukum, terdapat beberapa
syarat yang harus dipenuhi. Ulama Malikiyah dan Hanabiya
mensyaratkan tiga syarat, di antranya:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak

syara’ dan termasuk dalam jenis
kemaslahatan yang didukung nash secara umum

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan

> Abu Ishak al-Syatibi, Al-I"tisham, (Baerut: Dar al-Ma’rifah,
1975), Jilid 11, him. 39
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sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan
melalui mashlahah al-mursalah itu benar-benar
menghasilkan manfaat dan menghindari atau
menolak kemudaratan.

3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang
banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok
kecil tertentu.'®

Di samping itu, golongan Ulama Imam Syafi’iyah

mempunyai pendapat lain terkait syarat penetapan mashlaha
mursalah  sebagai metode penetepan  hukum. la
beperpendapat, mashlaha bisa dijadikan sebagai giyash
dalam sebuah istimbat hukum. Seperti halnya hukuman orang
mabok sama halnya dengan orang yang menuduh zinah,
yaiutu dera 80 kali. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam
kitab ushul fighnya membahas permasalahan mashlahah
mursalah. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al Ghazali
terhadap kemashlahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam
mengistinbathkan hukum, yaitu;

1. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-

tindakan syara’.

2. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau
bertentangan dengan nash syara’

3. Mashlahah itu termasuk ke dalam kategori

18 Nasrun Harun, Ushul Figh, Jakarta : Logos, 1997, him. 122
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mashlahah yang dharuri, baik menyangkut
kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan
orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama
untuk semua orang’

Hal tersebut menunjukkan, mashlaha mursalaha
mempunyai Syarat-syarat tertentu dalam istimbat hukum.
Imam Malik®® berpendapat mashlaha mursalaha dapat
dihargai selama suatu masalah yang akan diselesaikan
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sebab ia dapat
mewujudkan maksud-maksud syara’. Lebih lanjut, Imam
Malik menganggap mashlaha mursalaha sebagai dalil yang
independen sebab tidak berdasarkan pada lainnya sekalipun
ada dalil syara’ yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang
tidak mengakui atau menolaknya.  Apalagi di tengah
pesatnya perubahan kehidupan, dinamika permasalahan
manusia turut berkembang entah dari bidang apapun. Oleh
karena itu, manusia melakukan upaya ijtihad untuk
menemukan solusi dari persoala-persoalan tesebut dengan
menggunakan metode mashlaha mursalaha atau kaedah-

kaedah Ushul Figih lainya.

YNasrun Harun, Ushul Figh Jakarta : Logos, 1997 him 123
8 |bn Rusyd, Bidayah al-Muijtahid, Juz 11, Mesir : Mushtafa al-
Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H.,
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2. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari
dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang
berarti pemerintahan. Menurut Taopan demokrasi dalam arti
sempit adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat atau
pemerintahan oleh mereka yang diperintah. Sedangkan dalam
pengertian luas, demokrasi berarti suatu pemerintahan yang
mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat
dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan
wewenang, dalam hal ini wakil rakyat.*®

Perkembangan demokrasi pada akhir ini memang
mempunyai cakupan yang luas, karena istilah demokrasi
sendiri sudah dikenal sejak abad ke 5 Sebelum Masehi (SM)
yang awalnya sebagai reaksi pengalaman buruk monarki dan
kediktatoran di negara-negara kota Yunani Kuno. Sesudah
Perang Dunia Il ada gejala bahwa secara formil, demokrasi
merupakan dasar dari kebanyakan dasar negara di dunia.
Probably for the first time in history democracy is claimed as
the proper ideal description of all system of political an
social organizations advocated by influential proponents.
(Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi

dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk

¥ Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), him. 19
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semua sistem organisasi politik dan sosial yang
diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh).
Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat
yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak
masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi
negara. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang
diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan
posisi penting bagi rakyat meskipun secara operasional
implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi
pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan
ketentuan dalam masalah pokok yang mengenali
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara,
karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
Avristoteles seorang  filsuf  Yunani mengartikan
demokrasi sebagai bentuk kebebasan, karena hanya melalui
kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan
di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila
seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara
hidupnya, maka sama saja seperti budak.”’ Dalam
perkembangannya, demokrasi memilik pengertian yang lebih
detail yakin sebagaimana dituliskan oleh Hendry B. Mayo

yang memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut. “A

2% yudi Widadogo. Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa
Yunani Kuno, (DIVERSI: Jurnal Hukum, 2018), Vol, 1.1, him 44
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democratic political system is one which public policies are
made on a majority basis, by representatives subject to
effective popular control at periodic elections which are
conducted on the principle of political equality and under
conditions of political freedom.? (Sistem politik demokratis
adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan
politik). Selaras dengan pengertian tersebut, Menurut Joseph
A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik dimana
individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan
cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.?

Dari beberapa definisi tersebut pada dasarnya memiliki
penjelasan yang berbeda meskipun orentasi pokoknya sama,
bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem yang melibatkan
partipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan
dalam suatu negara. Selain itu dalam negara yang menganut
sistem demokrasi kedaulatan tertinggi sepenuhnya berada di

tangan rakyat. Hal sesuai dengan penjelasan Abraham

2! Hendry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New
York: Oxford university Press, 1960), him. 70

?2 Dede Rosyada dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003),
him. 110.



24

Lincoln bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan
dari, oleh, rakyat dan untuk rakyat. Artinya, demokrasi
merupakan bentuk institusionalisasi dari  kebebasan
(institutionalization of freedom)®. Sehingga mereka juga
memiliki peran untuk mengawasi dan mengkontrol kebijakan
tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan
turut baik secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga
perwakilan.

Gagasan demokrasi juga memiliki beberapa prinsip-
prinsip yang melekat pada sistem ketatanegaraan serta
karakteristik dari warga negara yang menganut sistem
tersebut. kebebasan, persamaan, toleransi dan solidaritas
merupakan beberapa hal pokok yang melekat pada sistem
demokrasi. Secara detail Sadek J. Sulaiman, mantan duta
besar Oman untuk PBB, mengemukakan beberapa prinsip
utama sistem demokerasi, sebagai berikut:**

1. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak

mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa
takut. Hal ini  sebagai bentuk kebebasan

berpendapat dari rakyat untuk menyuarakan

% Hal ini dikemukakan Lincoln dalam pidato yang hanya dua
menit pada saat peresmian makam pahlawan di Gettysburg Juli 1863.
Melvin I. Urofsky, Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasii, dalam
Jurnal Demokrasi, him. 1

** Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam.Jakarta (Prenada Media Group, 2014), him. 221
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aspirasinya serta melayangkan sebuah kritikan
terhadap pemerintah.

Pelaksanaan pemilu yang dalam bahasa politik
Indonesia luber (langsung, umum, bebas, rahasia)
dan jurdil (jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini
merupakan sarana konstitusional untuk menilai
apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung
kembali atau perlu diganti dengan yang lain.
Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa
mengabaikan kontrol ~minoritas. Prinsip ini
mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok
terhadap pemerintah.

Karenanya, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam
sistem demokrasi, partai politik memainkan peran
penting. Rakyat dengan bebas mendukung partai
mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan
pilihannya.

Demokrasi  meniscayakan pemisahan antara
kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
Dengan pemisahan ini aka nada cheks and balance,
sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-
praktik eksploitatif.

Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum
semua individu harus tunduk di bawah hukum,

tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya.
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Prinsip-prinsip  tersebut menunjukkan, demokrasi
sebagai suatu sistem dalam suatu negara menjung-jung tinggi
nila-nilai yang humanis dan kebebasan untuk memenuhi hak-
hak dasar rakyat sebagai warga negara. Selain itu, dalam
negara demokrasi, di depan hukum rakyat mendapatkan
perlakuan yang sama tanpa ada golongan yang mendapatkan
perlakuan khusus atau bahkan perlakuan diskriminasi. Hal
tersebut berlaku secara menyeluruh termasuk demokrasi
dalam pengelolaan internal partai politik

Di dalam sebuah negara demokrasi partai politik
merupakan organisasi utama yang bergerak ditingkat
masyarakat untuk mengkosnsolidasi demokrasi (kedaulatan
rakyat) dalam kehidupan bernegara yang telah disepakati oleh
konstitusi. Dalam sistem politik, posisi partai politik
ditempatkan sebagai arus utama dalam infra struktur politik
karena eksistensinya, menjadi instrumen yang paling efektif
untuk memasukkan kader-kadernya dalam lembaga negara
sebagai supra struktur politik. Dalam struktur politik
ketatanegaraan, tiga cabang kekuasaan negara yakni
kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditempatkan
sebagai supra struktur politik. Sedangkan kelompok
kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure

group), partai politik dan tokoh politik ditempatkan dalam
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struktur negara sebagai infra struktur politik.”> Kehadiran
partai politik dalam sistem demokrasi menjadi keniscayaan,
karena demokrasi tidak dapat berjalan efektif apabila tidak
dikonsolidasi melalui kelompok (organisasi) politik. Partai
politiklah merupakan penghubung (catalisator) antara
pemerintahan dengan warga negara, sehingga keberadaan
partai politik sangat menentukan demokrasi sebagaimana apa
yang dikemukakan oleh Elmer Eric Schattschneider political
parties created democracy yang artinya partai politik

menciptakan demokrasi.?®

F. Metode Penelitian

Dalam proses penilitian ini, beberapa metode penilitain
akan diuraikan sehingga penulisan penilitian ini tersusun dan
sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian

ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusuan skirpsi ini, penulis menggunakan
metode penelitian kepustakaan (library research).
Metode tersebut merupakan rangkaian dari aktivitas

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

*> Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia; Pemahaman
Secara Teoritik dan Empirik, (Edisi Kedua Cetakan Keempat, Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2015) ,him. 101-102.

% Jimly Asshiddigie, Kemerrdekaan Berserikat, Pembubaran
Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Cetakan Ketiga, Jakarta,
Konstitusi Press, 2006) ,hIm. 52
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pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan
penelitian. Selain itu penelitian ini juga merupakan
penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-perundangan dan koseptual.
Dalam penelitian ini, pemamfaatan sumber dokumen
akan dititikberatkan pada kajian pustaka yang berasal

dari beberapa sumber.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu
penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada
relevansinya dengan penelitian yang dikaji maupun
dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun

kemudian dianalisis secara sistematis

3. Pendekatan

Jenis  pendekatan yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini adalah kosep maslahah
mursalah. Pendekatan tersebut mengedepankan asas
kebermamfaatan dan menolak kemudharatan dalam
sebuah istimbat hukum. Dalam pelaksanaanya,
pendekatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan
data-data terkait dari hasil membaca dari beberapa
sumber, seperti halnya, buku, jurnal, media online,
media cetak dan lain sebagainya. Kemudian, dari

beberapa data yang terkumpul yang berkaitan dengan
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pokok permasalahan, penulis menganalisis dengan

menggunakan pendekatan maslahah mursalah

4. Sumber Penelitian
Sumber penelitian ini terbagi menjadi dua unsur, di

antarnya:

a. Sumber primer merupakan data pokok dalam
penilitian ini. Pertama, Undang-Undang
Nomer 02 Tahun 2011 perubahan atas
Undang-Undang Nomer 2 tahun 2008
tentang Partai Politik. Kedua, beberapa
AD\ART dari beberapa partai politik

b. Sumber Sekunder merupakan  sumber
pendukung ini berupa data-data yang
membahas mengenai partai politik dan juga
pembatasan pemimpin sepeerti buku, jurnal,
artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain
sebagainya.

G. Sistem Pembahasan

Di dalam bab I, terdapat pendahuluan yang terdiri dari
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
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menjelaskan gambaran umum pterkait penulisan skripsi
tersebut.

Bab IlI, memuat landasan teori penelitian terkiat
maslahah mursalah. Dalam bab ini akan diuraikan secara
komprehensif tentang deskripsi konsep maslahah mursalah,
Macam-macam, syarat-syarat, kehujjahan serta sejarah dari
munculnya konsep maslahah mursalah.

Bab I11, dijelaskan terkait diskripsi terkait partai politik
dan batasan jabatan ketua umum dalam partai politik.

Bab 1V, di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai
analisis terhadapdampak positif dan negatif adanya regulasi
pembatasan ketua umum partai politik. Selain itu akan
dilanjutkan dengan pembahasan pokok: analisis teori
maslahah mursalah terkait pembatasan masa jabatan ketua
umum partai politik

Bab V, yaitu bagian akhir (penutup) yang berisikan
kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta
dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari
segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini. Pada bab ini disampaikan juga saran yang
berisikan beberapa rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,
dari hasil penlitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Adanya pembatasan periode ketua umum partai
politik dapat mencegah terjadinya tindakan-
tindakan yang dapat melemahkan sistem
demokrasi, khususnya dalam internal partai politik.
Salah satu hal yang akan terjadi jika regulasi terkait
pembatasan partai politik tidak diatur dan dibiarkan
begitu saja adalah personalisasi partai politik. Hal
tersebut dapat diartikan sebagai kondisi dimana
individu elit memiliki posisi lebih penting
dibandingkan organisasi partainya atau identitas
kolektif. Dari personalisasi tersebut, lahirlah
tindak-tindakan yang justru dapat melemahkan
pengelolaan partai.

Pertama, mengabaikan aturan dan partisipasi
anggota. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya
pengaruh ketua umum partai politik, sehingga

dalam hal pengambilan keputusan, partai

140
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mengabaikan  partipasi  anggotnya.  Kedua
personalisasi berpotensi menyuburkan terjadinya
dinasti politik. Kondisi ini bisa dilihat bagaimana
para figur sentral PDI Perjuangan, Gerindra
maupun Nasdem menempatkan keluarganya dalam
struktur partai maupun jabatan-jabatan politik
penting lainnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh
mereka dijadikan kesempatan untuk meloloskan
keluarganya agar turut serta mendominasi di dalam
internal partai. Ketiga, personalisasi partai jika
dipertahankan dalam jangka lama juga berpotensi
memicu terjadinya faksionalisasi dan konflik. Faksi
merupakan kelompok intrapartai, yang anggotanya
memiliki identitas dan tujuan yang sama dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Merujuk pada poin-poin tersebut, tidak adanya
pembatasan periode jabatan ketua umum partai
politik penting dapat melemahkan demokrasi baik
di internal atau eksternal partai politik.

Dalam prespektif maslaha mursalah, pembatasan
periode ketua umum partai politik boleh dilakukan.
Hal ini mengaca pada persoalan persoalan
pembatasan ketua atau pemimpin atau dalam istilah
lainnya disebut hadid maddah al-ri’asah al-dawlah
yang baru dikenal dalam khazanah ilmu ke-
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Islaman, khususnya ilmu pemerintahan Islam (al-
Ahkam alSulthaniyah). Diperbolehkannya
pembatasan periode ketua umum partai politik
tersebut karena memilik sisi-sisi kemaslahtanya
justru lebih tampak kepermukaan dan dirasakan
oleh masyarakat ketimbang priode jabatan
pemimpin itu tidak dibatasi. Di antaranya, adanya
pembatasan ketua umum partai politik dapat
merubah sistem rekrutmen dan kandidasi calon-
calon pemimpin dari partai politik dengan cara
yang lebih selektif dan profesional. Selain itu, hal
tersebut dapat mencegah peluang terjadinya
otorianisme dalam internal partai. Ketika masa
jabatan pemimpin tidak dibatasi, maka peluang
otorianisme akan muncul dan memicu timbulnya
kezaliman serta kesewenang-wenangan kepada
masyarakat. Merujuk kepada pola dan konstruksi
pemahaman semacam ini, maka pembatasan
periode jabatan ketua umum partai politik dapat
dikatakan sudah sesuai dengan prinsip Islam dan
juga tidak bertentangan pula dengan tinjauan

Maslahah Mursalah.
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B. Saran-Saran

Dari beberapa pen jelasan di atas, maka saran yang

perlu disampaikan

1.

Kepengurusan dan keanggotaan seluruh partai di
Indonesia hendaknya memberlakukan pembatasan
masa jabatan ketua umum partai politik yang dapat
diatur di dalam AD/ART masing-masing. Hal
tersebut sebagai bentuk komitmen untuk mencegah
terjadi personalisasi politik dan tindakan lainnya
yang dapat melemahkan sistem demokrasi
khususnya di dalam internal partai politik.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR-RI) hendaknya melakukan tinjuan
ulang terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2011
Tentang Partai  Politik untuk  memasukkan
tambahan pasal terkait pembatasan masa jabatan
ketua umum partai politik. Sehingga partai politik
memilki regulasi pokok yang jelas untuk

menerapkan pembatasan ketua umum tersebut.
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